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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Pernikahan adalah rahmat dan nikmat dari Allah.Melalui pernikahan 
tersebut manusia bisa merasakan ketenangan, kasih sayang, dan kedamaian. 
Namun di sisi lain, tidak semua orang yang membina rumah tangga akan 
mendapatkan nikmat tersebut. Bahkan dapat dipastikan bahwa setiap bahtera 
rumah tangga akan menghadapi berbagai problem yang dapat mengganggu 
keharmonisan rumah tangga. Maslah tersebut terkadang dapat diatasi dan 
diselesaikan dengan baik, namun terkadang sangat sulit diselesaikan sehingga 
berujung dengan perceraian. 
Data dari Dirjen Bimas Islam pada tahun 2011 menunjukkan bahwa tiap 
tahun 200.000 kasus perceraian terjadi di Indonesia.Angka tersebut tergolong 
besar, karena dari dua juta orang yang menikah, 200.000 orang atau 10 persennya 
bercerai setiap tahun.
1
 Diperkirakan 80 persen perceraian tersebut menimpa 
rumah tangga yang baru berjalan lima tahun. Penyebabnya pun banyak, antara lain 
persoaalan ekonomi, ketidak cocokan, jarak social intelektual, umur, cacat badan 
karena kecelakaan, dipenjara, menjadi TKI, perselingkuhan dan politik. 
Setelah perceraian, tidak hanya kata-kata cerai dan kemudian pasangan 
tersebut bisa berpisah begitu saja. Akan ada lagi masalah-maslah yang akan 
mereka selesaikan selanjutnya, seperti permasalahan hak asuh anak, dan harta 
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gono-gini. Di dalam skripsi ini penulis mengangkat masalah yang berkaitan 
dengan harta gono-gini tersebut. 
Perbincangan seputar masalah harta gono-gini masih tabu di mata 
masyarakat. Masyarakat masih memandang sebelah mata masalah ini. Pasangan 
suami istri biasanya mempersoalkan pembagian harta gono gini setelah adanya 
putusan perceraian dari pengadilan. Bahkan dalam setiap proses pengadilan sering 
terjadi keributan tentang pembagian harta gono gini sehingga kondisi itu semakin 
memperumit proses perceraian diantara mereka karena masing-masing mengklaim 
bahwa harta “ini dan itu” merupakan bagian atau hak-haknya.2 
Masalah harta gono gini ini tidak dipikirkan oleh pasangan calon 
pengantin yang akan menikah. Mereka hanya berpikir bahwa menikah itu untuk 
selamanya. Artinya, tidak terpikir sedikitpun oleh mereka bahwa suatu saat nanti 
perceraian itu mungkin saja terjadi. Mereka baru berpikir tentang harta gono-gini 
pada saat proses atau setelah terjadi perceraian. 
Sebenarnya, istilah hukum yang digunakan secara resmi dan legal-formal 
dalam peraturan perundang-undangan di tanah air, baik dalam UU no 1 tahun 
1974 tentang perkawinan, kitab undang-undang hukum perdata (KUHper), 
maupun kompilasi hukum Islam (KHI) adalah harta bersama. Hanya saja istilah 
gono-gini lebih popular dibandingkan dengan istilah yang resmi digunakan dalam 
bahasa hukum konvensional. 
Secara bahasa, harta bersama adalah dua kata terdiri dari kata harta dan 
bersama. Menurut kamus besar bahasa Indonesia “harta dapat berarti barang-
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barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan, baik kekayaan yang 
berwujud maupun yang tidak berwujud dan tentunya bernilai. Harta bersama 
berarti yang digunakan atau dimanfaatkan secara bersama-sama.
3
 
Sayuti Thalib dalam bukunya mengatakan bahwa: “harta adalah harta 
kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. 
Maksudnya adalah harta yang dapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama 
ikatan perkawinan.
4
 
Yang tidak termasuk dalam harta gono gini adalah harta yang diperoleh 
atau yang dihasilkan sebelum masa perkawinan mereka, biasa disebut dengan 
harta bawaan, atau harta milik pribadi yang diperoleh setelah masa perkawinan 
yang biasa disebut dengan harta perolehan (harta hibah,hadiah, dan sedekah).
5
 
Masalah gono gini ini pun sering sekali terjadi dimasyarakat kita. Yang 
pada akhirnya menyita perhatian media, terutama pemberitaan perceraian diantara 
sejumlah artis yang sampai pada perselisihan tentang pembagian harta gono-gini. 
Kasus-kasus perceraian mengenai pembagian harta gono-gini dikalangan artis 
atau pejabat sering di-blow up oleh media masa. 
Pasangan suami istri yang telah bercerai justru semakin diributkan dengan 
masalah pembagian harta gono-gini yang memang terkenal rumit. Bahkan 
keributan itu selalu berujung pada semakin panasnya sidang-sidang perceraian di 
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pengadilan. Padahal mereka juga dipusingkan dengan masalah hak asuh anak. 
Masing-masing mereka saling mengklaim bahwa dirinya berhak mendapatkan 
jatah harta gono-gini lebih besar dibandingkan pasangannya. 
Ketentuan harta gono-gini harus jelas karena berdasarkan hukum positif 
yang berlaku di Indonesia, yang boleh dibagi secara bersama diantara pasangan 
suami istri adalah hanya sebatas pada harta gono-gini asalkan tidak ditentukan hal 
lain dalam perjanjian perkawinan. Mengapa demikian, karena dalam perjanjian 
perkawinan yang mereka buat jika harta bendanya harus terpisah atau tidak ada 
harta gono-gini, ketika perkawinan mereka bubar tidak ada lagi harta yang perlu 
dibagi. Masing-masing mengambil kembali hartanya masing-masing. 
Membahas masalah harta gono-gini sangat penting dalam kehidupan 
rumah tangga. Masalah ini bisa menyangkut pengurusan, penggunaan, dan 
pembagian harta gono-gini jika ternyata hubungan perkawinan pasangan suami-
istri itu “bubar”, baik karena perceraian maupun kematian. Pasangan suami istri 
yang bercerai biasanya disibukkan dengan urusan pembagian harta gono-gini. 
Bahkan, berdasarkan kenyataan yang sering terjadi, maslah ini kerap 
menyebabkan proses perceraian menjadi berbelit-belit. Perceraian yang hanya 
tinggal selangkah lagi justru menjadi runyam. Mereka selalu berdebat dan 
mempersoalkan harta yang menjadi bagiannya. 
Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, harta gono-gini 
diatur dalam Undang-Undang perkawinan No 1 tahun 1974, Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHper) dan Kompilasi Hukum Islam 
(KHI).Pengaturan harta gono gini diakui secara hukum, termasuk dalam hal 
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pengurusan, penggunaan dan pembagiannya. Ketentuan tentang harta gono-gini 
juga diatur dalam hukum islam. Meskipun secara umum dan mendasar tidak 
diakuinya percampuran harta kekayan suami istri (dalam hukum islam), ternyata 
setelah di analisis yang tidak boleh dicampur adalah harta bawaan dan harta 
perolehan. Hal ini sama halnya dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum 
positif bahwa kedua macam harta tersebut harus terpisah dari harta gono-gini 
tersebut. 
Sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang perkawinan No 1 
tahun 1974 pasal 35 dan 36 disana telah dijelaskan tentang perbedaan harta dalam 
perkawinan. Harta tersebut adalah harta pribadi(bawaan) dan harta bersama. Harta 
pribadi berupa harta yang telah dimiliki suami istri sebelum perkawinan 
berlangsung dan tetap seutuhnya menjadi milik pribadu.Tidak ikut bercampur ke 
dalam harta bersama. 
Pasal 35 ayat 1: “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi 
harta bersama”, ayat 2: “harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan 
harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah 
dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
6
 
Pasal 36 ayat 1: “mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak 
atas persetujuan kedua belah pihak”, ayat 2: “mengenai harta bawaan masing-
masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya umtuk melakukan perbuatan 
hukum mengenai harta bendanya”.7 
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Oleh karena itu apabila ada permohonan terhadap harta bersama, harta 
pribadi dipisah dari harta bersama.Sita martial tidak meliputi harta pribadi suami 
istri sepanjang harta pribadi tersebut tidak dikuasai dan dirampas oleh 
tergugat.Jika istri mengajukan sita marital, dan ternyata harta pribadi istri ada 
dikuasai suami, dalam hal yang seperti itu istri dapat meminta agar sita marital 
meliputi harta pribadinya yang berada dibawah kekuasaan suami.
8
 
Umumnya suatu Perkara Perdata sampai didepan persidangan Pengadilan 
adalah bermula dari adanya suatu sengketa atau adanya pelanggaran terhadap hak 
seseorang. Karena antara pihak yang melanggar dengan pihak yang dilanggar 
haknya itu tidak dapat menyelesaikan sengketanya melalui jalan perdamaian atau 
upaya-upaya lainnya, maka sesuai dengan prinsip Negara Hukum penyelesaiannya 
menjadi dilakukan melalui saluran hukum yaitu melalui gugatan ke pengadilan, 
seperti  Perkara Perdata No. 0114/Pdt.G/2016/PA.Pbr. 
Perkara tersebut diajukan penggugat karena sejak terjadinya perceraian, 
tergugat banyak menguasai harta dalam perkawinan dan tidak mau membaginya 
dengan penggugat,dengan alasan tergugat takut apabila penggugat menikah lagi 
dengan laki-laki lain maka harta tersebut dijadikan modal usaha mereka yang 
baru. Maka sehubungan penggugat merasa dirinya telah dirugikan oleh tergugat 
maka penggugatpun menempuh upaya hukum yaitu dengan mengajukan gugatan 
untuk meminta perlindungan hukum terhadap Pengadilan Agama Pekanbaru atas 
hak miliknya itu. 
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Penggugat dalam Perkara Perdata No.0114/Pdt.G/2016/PA.Pbr adalah Hj. 
Titi Dirga binta Muslim melawan H.Zainal Rasid bin H. Abdul Rasid sebagai 
tergugat, yang semula antara penggugat adalah berstatus sebagai suami istri, tetapi 
berdasarkan keputusan Pengadilan Agama Pekanbaru yang tercantum dalam Akta 
Cerai No. 1144/AC/2015/PA.Pbr memutuskan perkawinan penggugat dengan 
tergugat dan sah bercerai. Dengan dikeluarkannya akta perceraian penggugat 
dengan tergugat oleh Pengadilan Agama telah menjadi awal mula Perkara Perdata 
No.0114/Pdt.G/2016/ Pa.Pbr. 
Pada pokoknya penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa semenjak 
putusnya perkawinan penggugat dengan tergugat, maka sejak itu pula harta 
bersama yang diperolehnya dengan tergugat itu dikuasai oleh tergugat yang 
meliputi beberapa tanah,rumah,mobil,sepeda motor serta perabotan rumah lain 
nya. 
Di awal gugatan, penggugat menyebutkan berbagai gugatannya terhadap 
tergugat. Setelah sidang pertama dan mediasi yang tidak berhasil, tergugat 
mengajukan jawaban dan sekaligus gugatan rekonvensi dari gugatan si penggugat. 
Didalam jawaban tergugat tersebut, menegaskan bahwa beberapa harta yang 
dianggap penggugat sebagai harta bersama itu adalah berasal dari hasil penjualan 
tanah bawaan tergugat sebelum menikah dengan penggugat. Penggugat dan 
tergugatpun membawa berbagai alat bukti. Dan memang, pada dasarnya, ada 
beberapa harta yang digugat oleh penggugat tadi adalah berasal dari harta bawaan 
si penggugat. 
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Akan tetapi di bagian putusan hakim yang ketika itu Hakim yang bertugas 
menyelesaikan perkara ini adalah Drs. H. Muhammad Dj (Hakim Ketua Majelis), 
memutuskan semua harta yang diperkarakan oleh penggugat dan tergugat menjadi 
harta bersama dan dibagi sama rata antara penggugat dan tergugat. 
Sesuai dengan ruang lingkup harta bersama yaitunya harta yang diperoleh 
dari penjualan harta bawaan tetap menjadi milik bagi yang memiliki harta bawaan 
tersebut baik suami maupun istri, karna ini berdasarkan jawaban Tergugat 
mengatakan bahwa harta tersebut adalah harta penjualan dari harta bawaan beliau. 
Dan pada akhirnya hakim memutuskan harta tersebut adalah harta bersama antara 
Tergugat dan Penggugat. Tentunya bertolak belakang antara teori yang ada 
dengan apa yang tertera di dalam perkara tersebut. 
Berdasarkan data yang ada tersebut menjadi sesuatu yang membuat 
penulis menjadi tertarik untuk mengangkatnya kedalam sebuah tulisan ilmiah 
berbentuk skripsi yang berjudul: “Analisis Pertimbangan Hukum Dalam 
Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dalam Perkara Nomor: 
0114/Pdt.G/2016/ PA.Pekanbaru.” 
 
B. Batasan Masalah 
Agar penelitian ini lebih akurat dan terarah sehingga tidak menimbulkan 
masalah baru serta pelebaran secara meluas, maka penulis membatasi pembahasan 
ini pada masalah kedudukan harta bersama dan bawaan, cara pembuktian dan 
pertimbangan hukum dalam perkara nomor: 0114/Pdt.G/2016/PA.Pbr. 
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C. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana kedudukan harta bersama dan harta bawaan dalam perkara nomor: 
0114/Pdt.G/2016/PA.Pbr? 
2. Bagaimana analisis terhadap pertimbangan hukum dalam penetapan harta 
bersama pada perkara nomor: 0114/Pdt.G/2016/PA.Pbr? 
 
D. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui kedudukan harta bersama dan harta bawaan dalam perkara 
pengadilan nomor: 0114/Pdt.G/2016/PA.Pbr. 
2. Untuk mengetahui analisis pada pertimbangan Hukum terhadap penyelesaian 
sengketa harta bersama pada perkara nomor: 0114/Pdt.G/2016/PA.Pbr 
 
E. Manfaat Penelitian 
1. Bagi lembaga kepustakaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 
bahan ilmu dalam memperkaya studi analisa yurisprudensi. 
2. Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana proses gugatan harta bersama pada 
sidang di Pengadilan Agama. 
3. Melihat bagaimana Hakim mempertimbangkan sebuah perkara yang sangat 
sulit dan berbelit-belit seperti harta bersama tersebut. 
4. Untuk mengetahui prosedur persidangan dan Hukum Acara Pengadilan 
Agama Pekanbaru. Dan dijadikan sebagai pengetahuan hukum secara teori 
dan praktik di Pengadilan Agama terutama masalah harta bersama. 
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F. Kerangka Teori 
Di dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa Perkawinan 
ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami 
istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa.
9
 
Keperluan hidup istri wajib ditanggung suaminya. Pernikahan juga 
berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu, sebab kalau tidak dengan nikah, 
anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan  siapa 
yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya. Nikah juga dipandang 
sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, manusia akan 
mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang. Tujuan pernikahan 
yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan 
manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat 
membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural.
10
 
Di Indonesia, harta bersama dalam perkawinan diatur dalam UU No. 1 
Tahun 1974, Bab VII pada Pasal 35, 36, dan 37. Pada Pasal 35 (1) dijelaskan, 
harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 36 
mengatur status harta yang diperoleh masing-masing suami istri. Pada Pasal 37, 
dijelaskan apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur 
menurut hukumnya masing-masing. Kendatipun ada hak kepemilikan pribadi 
antara suami istri dalam kehidupan keluarga, tidak tertutup kemungkinan ada 
                                                             
9
  Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 
h. 6 
10
  Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 19 
11 
 
 
 
harta bersama antara suami istri, sebagaimana yang berlaku dalam masyarakat 
Indonesia ini dalam bentuk syirkah (kerja sama) antara dua pihak (suami istri), 
baik syirkah dalam bentuk harta maupun dalam bentuk usaha.
11
 
Di dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, harta bersama dijelaskan 
pada Pasal 97, yaitu: Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua 
dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
12
 
 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian normative, yaitu penelitian hukum 
yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder 
berupa perundang-undangan dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli 
hukum yang sangat relevan dengan materi yang dibahas, sehingga dapat 
menjawab permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
13
 
Sifat penelitian ini adalah penelitian Deskriptif, yaitu penelitian yang 
memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan 
pokok penelitian. 
2. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan 
penelitian ini adalah studi dokumen dan bahan pustaka, yaitu suatu alat 
pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. 
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3. Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 
terdiri atas: 
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum 
yang dimaksud adalah berkas putusan Perkara Nomor: 
0114/Pdt.G/2016/PA.Pbr. 
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan 
penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa perundang-undangan, 
buku-buku, teori-teori atau pendapat-pendapat para ahli yang berkaitan 
dengan permasalahan pokok. 
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang mendukung terhadap 
bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum, ensiklopedia, 
indek komulatif maupun website. 
4. Analisis Data 
Setelah data yang penulis peroleh dari berkas perkara Nomor: 
0114/Pdt.G/2016/Pa.Pbr, kemudian data tersebut diolah dengan mempelajari, 
lalu disajikan dengan cara menguraikan dalam bentuk rangkaian-rangkaian 
kalimat yang jelas dan rinci kemudian dilakukan pembahasan-pembahasan 
dengan cara mempelajari teori-teori hukum, undang-undang, dan 
membandingkan dengan pendapat para ahli. 
Penulis dalam melakukan penelitian ini mengambil kesimpulan 
dengan menggunakan metode induktif yaitu menyimpulkan hal-hal yang 
bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum. 
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H. Sistematika Pembahasan 
Adapun sistematika dalam skripsi ini penyusun bagi kedalam lima bab 
yaitu:  
BAB I : PENDAHULUAN 
Berisikan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 
definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 
penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika 
pembahasan. 
BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
Berisikan kasus Harta bersama di Pengadilan Agama Pekanbaru 
yang meliputi gambaran umum Pengadilan Agama Pekanbaru, isi 
tentang proses Acara sidang Harta bersama tersebut. 
BAB III :  TINJAUAN TEORITIS 
Berisikan tinjauan umum tentang Harta bersama dan Harta 
Bawaan.Harta Bersama dan Harta Bawaan yang meliputi 
pengertian Harta, dasar hukum dan hukum Harta,serta macam-
macam harta. Kemudian dilanjutkan dengan tinjauan umum tentang 
Harta Bersama dan bawaan meliputi pengertian harta bersama dan 
bawaan, dasar hukum Harta Bersama dan Bawaan. 
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Berisikan analisis terhadap putusan perkara di Pengadilan Agama 
Pekanbaru tentang Harta Bersama, meliputi analisis dasar 
14 
 
 
 
pertimbangan Hukum terhadap putusan perkara harta bersama di 
Pengadilan Agama Pekanbaru. 
BAB V : PENUTUP 
Merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dari penelitian ini, 
saran-saran, penutup, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup. 
